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Sangat segera
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang

mengatur alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia
sebelumnya adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor
12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum
Frekuensi Radio Indonesia (PM 12 Tahun 2022). PM
12 Tahun 2022 tersebut disusun berdasarkan
Peraturan Radio (Radio Regulations) Edisi 2020 hasil
Sidang World Radiocommunication Conference 2019
(WRC-19).

Pada tahun 2023 dilaksanakan Sidang WRC-23 yang
menghasilkan perubahan regulasi dan prosedur
penggunaan frekuensi radio untuk semua jenis layanan
maupun perubahan alokasi spektrum frekuensi radio
secara global yang dituangkan dalam Peraturan Radio
(Radio Regulations) Edisi 2024. Hal ini menyebabkan




PM 12 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi
saat ini, sehingga diperlukan revisi terhadap PM 12
Tahun 2022 tersebut. Revisi dilakukan untuk
menyelaraskan ketentuan penggunaan spektrum
frekuensi radio di Indonesia dengan ketentuan
internasional, serta perencanaan penggunaan
spektrum nasional.

Spektrum frekuensi radio dan orbit satelit merupakan
sumber daya alam yang penting dan terbatas yang bisa
digunakan oleh semua negara di dunia. Sebagai
sumber daya alam yang terbatas, spektrum frekuensi
radio mempunyai arti strategis untuk mendukung
kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional.
Oleh karena itu, penggunaan spektrum frekuensi radio
dan orbit satelit harus dilindungi oleh negara agar tidak
terjadi gangguan yang merugikan.

PM 12 Tahun 2022 merupakan salah satu kebijakan
penting yang mengatur alokasi spektrum frekuensi
radio di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk
mengatur pemanfaatan spektrum frekuensi radio
secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa
penggunaan tersebut sesuai dengan kepentingan
nasional.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, Tabel Alokasi
Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI)
dirancang untuk mengatur spektrum frekuensi radio
secara teratur dan harmonis. TASFRI juga bertujuan
mengurangi potensi gangguan interferensi antara
pengguna. Selain itu, TASFRI merupakan perwujudan
pelaksanaan program prioritas nasional untuk
meningkatkan konektivitas digital melalui
pengembangan infrastruktur komunikasi, sehingga
memperkuat akses komunikasi dan mempercepat
transformasi digital nasional.

International ~ Telecommunication  Union  (ITU)
merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab atas semua
aspek terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK).




ITU memiliki peraturan administratif yang mengikat
secara hukum yang mengatur penggunaan spektrum
frekuensi radio dan orbit satelit dalam bentuk Peraturan
Radio (Radio Regulations). Peraturan Radio ini ditinjau
dan direvisi pada World Radiocommunication
Conference (WRC), yaitu konferensi yang diadakan
setiap tiga sampai empat tahun sekali, dan hasilnya
dituangkan dalam suatu Akta-akta Akhir (Final Acts).

Pemerintah Indonesia telah menjadi anggota
International Telecommunication Union (Perhimpunan
Telekomunikasi Internasional) sejak tahun 1949.
Indonesia telah banyak mengadopsi kebijakan dan
peraturan ITU untuk mengembangkan struktur dan
infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) sesuai dengan kepentingan
nasional.

Pada Sidang WRC-23 yang diselenggarakan pada
tanggal 20 November hingga 15 Desember 2023 di
Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia telah
menandatangani Final Acts WRC-23, Dubai, 2023.

Melalui penandatanganan Akta-akta Akhir WRC-23,
Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi dan
mengimplementasikan perubahan-perubahan yang
ditetapkan dalam konferensi tersebut demi menjaga
kepentingan nasional serta mendukung tercapainya
tujuan pembangunan telekomunikasi yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, peninjauan dan revisi
PM 12 Tahun 2022 menjadi sangat krusial untuk
memastikan bahwa penggunaan spektrum frekuensi
radio dan orbit satelit di Indonesia dilakukan secara
efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Revisi PM 12 Tahun 2022 diharapkan dapat
memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas bagi
pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
di Indonesia, sejalan dengan perkembangan teknologi
global. Selain itu, RPM TASFRI juga dapat
mengakomodir adanya perubahan perencanaan
penggunaan spektrum frekuensi radio yang sesuai
kebutuhan dan kepentingan nasional diantaranya
Identifikasi pita frekuensi baru untuk IMT, WiFi, NTN,




Earth Stations in Motion (ESIM), serta penyesuaian
pita frekuensi IKRAN, trunking, izin kelas, serta
International Distress Frequency.

Maksud dan Tujuan Penyusunan revisi PM 12 Tahun 2022 dimaksudkan

untuk menyesuaikan alokasi spektrum dengan
perkembangan teknologi, kebutuhan nasional, dan
standar internasional. Adapun tujuan dari revisi PM 12
Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum bagi pengelolaan spektrum frekuensi

radio dan orbit satelit di Indonesia.

2. Penyesuaian regulasi nasional dengan perubahan
dalam Akta-akta Akhir WRC-23 untuk memastikan
keselarasan penggunaan spektrum frekuensi radio
dan orbit satelit secara regional dan global.

3. Optimalisasi dan efisiensi penggunaan spektrum
frekuensi radio dan orbit satelit

4. Mengurangi potensi gangguan interferensi antara
berbagai pengguna spektrum frekuensi radio

Pokok-Pokok Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tentang
Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia meliputi pokok-pokok isi sebagai
berikut:

1.

Informasi Umum yang menjelaskan mengenai pengalokasian spektrum
frekuensi radio di Indonesia, mengacu pada alokasi spektrum yang
dikeluarkan oleh ITU dalam Peraturan Radio (Radio Regulations) edisi 2024.
Selain itu, dijelaskan juga mengenai kategori dinas radio (primer dan
sekunder), alokasi tambahan, alokasi alternatif, serta beberapa ketentuan
lainnya terkait pengalokasian spektrum frekuensi radio.

Istilah dan Pengertian yang berisi definisi dari berbagai istilah yang terkait
dengan tabel alokasi spektrum frekuensi radio, seperti "Telekomunikasi”,
"Radiokomunikasi”, "Dinas Bergerak", "Dinas Tetap", "Dinas Satelit", dan lain-
lain. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang jelas
mengenai istilah-istilah teknis yang digunakan dalam tabel alokasi spektrum
frekuensi radio.

Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia yang memuat tabel alokasi
spektrum frekuensi radio di Indonesia, yang mencakup rentang frekuensi,
alokasi dinas untuk wilayah 3 ITU, dan alokasi khusus untuk Indonesia. Tabel
ini menunjukkan bagaimana frekuensi radio dialokasikan untuk berbagai jenis
layanan, seperti dinas tetap, dinas bergerak, dan dinas lainnya.




NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

Judul Naskah Analisis Kebijakan

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tabel Alokasi
Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.

Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan

Rumusan Masalah

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tabel

Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (RPM TASFRI) menjadi sangat

penting dalam perumusan kebijakan penggunaan spektrum frekuensi radio di

Indonesia. Identifikasi masalah meliputi:

1. Terbitnya International Telecommunication Union (ITU) Radio Regulations Edisi
2024, yang dapat berdampak kepada perubahan Peraturan Menteri Kominfo
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio
Indonesia (PM 12 Tahun 2022).

2. Kebutuhan penyelenggara telekomunikasi dan penyelenggara penyiaran dalam
perencanaan spektrum frekuensi radio nasional yang disesuaikan dengan
perkembangan teknologi.

3. Perlunya perwujudan pelaksanaan program prioritas nasional berupa
peningkatan konektivitas digital dengan pengalokasian spektrum frekuensi radio
untuk penggunaan teknologi baru, seperti ESIM, IMT-2030, dan lain
sebagainya.

4. Terbitnya rekomendasi teknis dari Radiocommunication Sector of the
International Telecommunication Union (ITU-R) yang menjadi rujukan
penggunaan spektrum frekuensi radio untuk dinas tertentu.

5. Perubahan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio nasional
diantaranya identifikasi pita frekuensi baru untuk Internasional Mobile
Telecommunication (IMT), WiFi, Non-Terrestrial Network (NTN), Earth Stations
in Motion (ESIM), serta penyesuaian pita frekuensi untuk 1zin Komunikasi Radio
Perikanan (IKRAN), trunking, izin kelas, serta International Distress Frequency.

Ruang Lingkup

1. Isi kebijakan atau pokok-pokok substansi yang akan diatur dalam Rancangan
Peraturan Menteri antara lain:
a. Batang Tubuh, yang menjelaskan prinsip dasar penggunaan spektrum

frekuensi radio di Indonesia yang wajib sesuai dengan Tabel Alokasi
Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.
b. Lampiran yang terdiri dari:

1) Informasi Umum, yang menjelaskan mengenai pengalokasian spektrum
frekuensi radio di Indonesia, mengacu pada alokasi spektrum yang
dikeluarkan oleh ITU dalam Peraturan Radio (Radio Regulations) edisi
2024. Selain itu, dijelaskan juga mengenai kategori dinas radio (primer




2)

3)

dan sekunder), alokasi tambahan, alokasi alternatif, serta beberapa
ketentuan lainnya terkait pengalokasian spektrum frekuensi radio.

Istilah dan Pengertian, yang berisi definisi dari berbagai istilah yang
terkait dengan tabel alokasi spektrum frekuensi radio, seperti
"Telekomunikasi”, "Radiokomunikasi”, "Dinas Bergerak", "Dinas Tetap",
"Dinas Satelit", dan lain-lain. Penjelasan ini dimaksudkan untuk
memberikan pemahaman yang jelas mengenai istilah-istilah teknis yang
digunakan dalam tabel alokasi spektrum frekuensi radio.

Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, yang memuat tabel
alokasi spektrum frekuensi radio di Indonesia, mencakup rentang
frekuensi, alokasi dinas untuk wilayah 3 ITU, dan alokasi khusus untuk
Indonesia. Tabel ini menunjukkan bagaimana frekuensi radio
dialokasikan untuk berbagai jenis layanan, seperti dinas tetap, dinas
bergerak, dan dinas lainnya.

2. Maksud dan tujuan penyusunan RPM TASFRI:
a. Maksud disusunnya Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ini antara lain:

b.

1)
2)
3)
4)

5)

Menindaklajuti hasil World Radiocommunication Conference 2023
(WRC-23);

Dasar hukum bagi pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
di Indonesia;

Memperbaharui perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio
nasional;

Optimalisasi dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio dan
orbit satelit; dan

Memberikan nilai tambah/ nilai manfaat bagi masyarakat atas
permasalahan terkait pengelolaan pengggunaan spektrum frekuensi
radio.

Tujuan dari disusunnya RPM TASFRI ini adalah untuk memberikan panduan
penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia.

Sasaran dan Jangkauan Pengaturan
Objek pengaturan dalam RPM TASFRI ini adalah spektrum frekuensi radio untuk
seluruh dinas radiokomunikasi .

Subjek pengaturan dalam RPM TASFRI ini sekurang-kurangnya mencakup:
- Penyelenggara jaringan telekomunikasi
- Penyelenggara jasa telekomunikasi
- Penyelenggara telekomunikasi khusus
- Penyelenggara jasa penyiaran radio
- Penyelenggara jasa penyiaran televisi




RPM TASFRI ini telah mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan dapat diselesaikan
pada tahun 2025 dengan rincian kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tahapan Jangka Waktu

Pembahasan Unit Pemrakarsa Januari -
Februari 2025

Sinkronisasi Unit Pemrakarsa September 2025
Konsultasi Publik Oktober 2025
Harmonisasi Biro Hukum Oktober 2025

Harmonisasi Kementerian Hukum | November 2025

Persetujuan Presiden November 2025
Penetapan Desember 2025
Pengundangan Desember 2025

Manfaat Strategis

Manfaat strategis jika RPM TASFRI diundangkan dan diimplementasikan meliputi:

1. Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) merupakan
perwujudan pelaksanaan program prioritas nasional berupa peningkatan
konektivitas digital dengan pengalokasian spektrum frekuensi radio untuk
penggunaan teknologi baru, seperti ESIM, IMT-2030, dan lain sebagainya
sehingga memperkuat akses komunikasi dan mempercepat transformasi digital
nasional.

2. TASFRI berperan dalam menjaga keamanan nasional dengan menyediakan
frekuensi khusus bagi militer dan layanan darurat, memastikan komunikasi
strategis terlindungi dari gangguan.

3. TASFRI dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, dan
memastikan alokasi yang optimal untuk berbagai kebutuhan. Selaras dengan
standar ITU, TASFRI memperkuat daya saing internasional Indonesia melalui
interoperabilitas dan kolaborasi global.

Konsultasi Publik

1. Konsultasi publik pada RPM TASFRI ini akan dilakukan kepada operator
telekomunikasi, lembaga penyiaran, instansi pemerintah, asosiasi industri,
akademisi.




2. Rencana konsultasi publik akan dilaksanakan paling lambat pada bulan ke-2

tahun 2025 selama jangka waktu 1 (satu) bulan guna menjaring lebih banyak
masukan. Konsultasi publik dilakukan dengan metode publikasi melalui website
Kemenkominfo.

Alternatif Kebijakan

Sesuai dengan kondisi saat ini dan usulan perubahan PM 12 Tahun 2022, dapat
disampaikan 2 (dua) alternatif tindakan sebagai berikut:

1.

Alternatif 1: Status Quo

Kelebihan:

PM 12 Tahun 2022 telah mengatur perencanaan penggunaan spektrum frekuensi
radio di Indonesia berdasarkan ITU Radio Regulations edisi 2020.

Kekurangan:
Belum mengadopsi perubahan regulasi internasional yang tertuang pada ITU
Radio Regulations edisi 2024.

Alternatif 2: Penyusunan RPM TASFRI

Kelebihan:

a. Mengadopsi perubahan regulasi internasional yang tertuang pada ITU Radio
Regulations edisi 2024.

b. Memperbaharui pemanfaatan spektrum frekuensi radio sesuai dengan
teknologi yang berkembang.

Kekurangan:
RPM TASFRI yang disusun perlu ditindaklanjuti dan disosialisasikan kepada
seluruh pemangku kepentingan dengan waktu yang terbatas.

Berdasarkan kajian 2 (dua) alternatif kebijakan di atas, maka disimpulkan bahwa
alternatif 2 yakni Penyusunan RPM TASFRI menjadi alternatif yang dipilih karena
lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat maupun stake-holder terkait
dan sebagai tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia.

Risiko, Dampak, dan Mitigasi

Deskripsi Risiko/Dampak Strategi Mitigasi
Risiko 1. Sosialisasi penggunaan spektrum
Tidak sesuainya penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan hasil
frekuensi radio di Indonesia dengan WRC-23.
alokasi yang ada. 2. Diberikannya batas waktu kepada
pengguna eksisting untuk
Dampak melakukan relokasi

Terjadinya relokasi spektrum frekuensi
radio




Dampak Anggaran

Sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) program kerja Penyusunan RPM
TASFRI senilai Rp 354.250.000,00

Dampak Regulasi

1. RPM TASFRI ini merupakan Rancangan Peraturan Menteri yang mengatur
mengenai penyesuaian dan pemuktahiran terhadap PM 12 Tahun 2022 tentang
Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio.

2. RPM TASFRI akan mencabut:

a. ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
18 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio pada Pita Frekuensi Radio 350 — 438 MHz;

b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio.

Strategi Implementasi

Dalam rangka mengefektifkan implementasi kebijakan dan regulasi TASFRI,
direncanakan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

2. Membuat TASFRI interaktif yang dapat diakses melalui website.

Sedangkan untuk monitoring direncanakan melalui langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio,
Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital
2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital
Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital
4. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital

w

Lampiran

Kerangka RPM TASFRI ini adalah sebagai berikut:
1. Batang Tubuh
2. Lampiran yang terdiri:
- Bab | — Informasi Umum
- Pembagian wilayah berdasarkan ITU
- Ketentuan umum alokasi pada catatan kaki internasional
- Penjelasan tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia
- Bab Il — Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
- Tabel alokasi spektrum frekuensi radio
- Catatan kaki internasional
- Catatan kaki Indonesia






